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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 4go TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN 5 ANGKA 42 PERATURAN WALIKOTA
PALEMBANG NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa pguna menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan RI, bahwa direkomendasikan untuk diadakan perubahan terhadap
Lampiran 5 angka 42 Peraluran Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palembang, guna disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubshan Lampiran §
Angka 42 Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Kehijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palembang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R1 Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan .embaran Negara R1 Nomor 4355) |

. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2008 teniang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan embaran Negara RI Nomor 4844) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara BRI Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan
I.embarun Negara RI Nomor 5234);

Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan [emburun
Negara RI Nomor 4578) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan T.embaran Negara RI Nomor 4614) ;

. Peraturan Pemerintzh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerinlah, Pemerintahan Daersh Provinsi dan Pemerintzhan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara R Nomor 4737) ;



Menctapkan

10.Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stendar Akuntansi
Pemerintaban (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5165) ;

I1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007
Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (L.embaran Daerah Kota Palembang  Tahun 2008
Nomor 6);

13. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
5 ANGKA 42 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 51 TAHUN

2008 TENTANG KEBUAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG.

Pasal |
Ketemiuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor 51) diubah sebagai berikut :
1. Lampiran S angka 42, diubah sehingga Lampiran 5 angka 42 berbunyi scbapai
berikut :

42. Invesiasi pemerintah dacrah dalam perusahaan dserah dan kemitraan dicatat
dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu scbesar biaya perolehan dan
ditambah atau dikurangi sebesar bagion laba atou rugi pemerintah dacrah
setelah tanppal perolehan.

Pasal TI

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
rmmmdﬂm Berita Dacrah Kota Palembang.




